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BATASAN UMUR ANAK DAN PEMENJARANNYA MENURUT

HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997

TENTANG PENGADILAN ANAK

A. Batasan Umur Anak Dan Pemenjaraannya dalam Hukiam Is

1.Batasan Umur Anak dalam Hukum Islam

Sebelum membahas tentang batasan umur anak mdmkuwn
Islam, maka pembahasan ini dalam hukum Islam harkailengan
pembahasan taklif dan mukallaf. Taklif ialah tuatupelaksanaan beban
tugas yang sudah ditentukan. Sedangkan mukalldaladaang yang
memikul tanggung jawab terhadap beban tugas pelaksahukum
taklifi. Mukallaf disebut juga dengan istilahahkum’alaitt

Mukallaf secara bahasa adalah berbentuk ism aleina&ri fi'il
al-madli “kallafa” (ulS) yang bermakna membebankaMaka, kata
mukallaf berarti orang yang dibebani.

Secara istilah, mukallaf adalah:

“aaSa ol g Ll ldad 4l (5 ad g2 Gl

“Seorang manusia yang mana perlakuannya itu bengagén dengan
ketentuan al-Syari’ atau hukumnya”.

162

! Ismail Muhammad Syah, dkkilsafat Hukum IslamJakarta: Bumi Aksara, 1992 h.

2 Ahmad Warson MunawwikKamus Al-Munawwir, ., hal. 1225
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Dari sini, dapat dipahami bahwa mukallaf adalahngrgang
telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yanguimmgan dengan
perintah Allah SWT maupun larangan-Nya. Semua kadahukum
yang dilakukan mukallaf akan diminta pertanggungajannya, baik di
dunia maupun di akhirat. Pahala akan didapatkaaukel melakukan
perintah Allah SWT, dan dosa akan dipikulnya kakumeninggalkan
perintah Allah SWT, begitu seterusnya sesuai dergateria hukum
taklifi yang sudah diterangkan.

Dasar adanya taklif kepada mukallaf ialah karenanga akal
dan kemampuan memahami padanya. Saifuddin al-Ame&hegaskan
bahwa para ulama’ sepakat tentang syarat mukabéi yharuslah
berakal dan mampu memahami. Karena sumber takéifahdfirman
Allah SWT dan sabda Nabi SAW (al-Quran dan al-HgdBuatu firman
yang dihadapkan kepada orang yang tidak berakal tdi@ak dapat
memahaminya akan sia-sia belaka. Barang siapahamg mempunyai
kemampuan memahami masih tingkat dasar, seperyiahbaru dapat
memahami bacaannya yang sederhana saja bahkan tdpét
memahami karena sudah hilng akal sehatnya, belyatdaemahami
kandungannya yang mengandung perintah dan laradgan-yang

berpahala atau berdosa, maka orang-orang yangtisepak-anak dan
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orang gila tidak adanya baginya taklif. Sebagairda ialah pernyataan

Rasulullah SAW:

O alatll i by e LS.U-.MJ@AF\-\MU—C‘*—J)\J

d—‘s-’c: ok '““u—f— & ““ 4)-"_‘4”
“Pena -pencatat amal- itu dlangkat dari tlga . dari orangng
tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai iawésa
(yahtalima), dan dari orang gila sampai ia sadar(HR
Baihaqi).

Ringkasnya al-Amidi adalah sebagai berikut:

1. Yang menjadi dasar taklif itu ialah akal karenalitaku bersumber
pada firman yang harus dipahami oleh akal.

2. Akal tumbuh dan berkembang secara berangsur-asgsuenjak usia
muda, dan dipandang sebelum sampai ke batas ma&ldinkan jika
akal sudah mencapai kesempurnaan dalam pertumbgghann

3. Pertumbuhan akal secara berangsur-angsur ini iteslgd masa ke
masa secara tersembunyi sehingga baru jelas pemmula
kesempurnaannya (kematangannya) jika sudah menbafigh. Di
kala seseorang sudah baligh termasuklah ia ke dadataegori
mukallaf. Dan setiap mukallaf harus bertanggungajawerhadap
hukum taklifi®

Peranan akal merupakan faktor utama dan syairamIsintuk

menentukan seseorang sebagai mukallaf. Karenagskipun seseorang

% Ismail Muhammad Syah, dk&p. cit,h. 163-165
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sudah mencapai baligh tetapi akalnya tidak seh&amhaukum taklifi
tidak dibebankan kepadanya.

Kemudian sebagian besar ulama Usul Figh mengatabwa
dasar adanya taklif (pembebanan hukum) terhadagargganukallaf
adalah akal {—+1') dan pemahaman—{l). Seorang mukallaf dapat
dibebani hukum apabila ia telah berakal dan dapatamami taklif
secara baik yang ditujukan kepadanya. Oleh katenarang yang tidak
atau belum berakal tidak dikenai taklif karena rkardianggap tidak
dapat memahami taklif dari al-Syari’. Termasuk ledath kategori ini
adalah orang yang sedang tidur, anak kecil, gitguk, khilaf dan lupa.

Dari sini, ulama Usul Figh memberi kesimpulan balsyarat
seseorang itu dikenai taklif atau masuk sebagadikat mukallaf
terdapat dua syafat
1. Orang tersebut harus mampu memahami dalil-daliliftakni

dikarenakan taklif itu adalah khitab, sedangkartékhiorang yang
tidak memiliki akal dan tidak faham itu jelas tidakungkin ().

Kemampuan memahami itu hanya dengan akal, kareah itk
adalah alat untuk memahami dan menemukan 4tg%(). Hanya
saja akal itu adalah sebuah perkara yang abstrakég!)). Maka al-

Syari’ sudah menentukan batas taklif dengan peik@mayang jelas

4 Abdul Wahab Khalafilmu Ushul Figh,terj. Masdar HelmpBandung: Gema Risalah
Press, 1997, h. 230
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dan berpatokank{—=i) yaitu sifat baligh seseorang. Sifat baligh
itu adalah tempat pemikiran akal yaitu mengetahaik,bburuk,
manfaat, dan bahaya. Maka orang yang gila dan &eeik tidak
termasuk mukallaf karena tidak memiliki kemampudal ayang
mencukupi untuk memahami dalil taklif. Begitu jud@ngan orang
yang lupa, tidur, dan mabuk seperti hadis yandadi.a

2. Seseorang telah mampu bertindak hukum/mempunyaakipan
hukum f-lai),

Ahliyyahsecara harfiyah berarti kecakapan menangani suatu
urusan. Sedangkafshliyyah secara terminology menurut Prof. DR.
Wahab Khallaf didefinisikan sebagai:

“en WY ) S acild o aill elal g (5o dal) B Ea”

“Kepatutan seseorang untuk memiliki beberapa hak da
melakukan beberapa transak3i”

Sedangkan menurut para ahli ushul fighljyyahadalah:

ot 5 il laal

“Suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikakuran oleh
syari’ untuk menentukan seseorang telah cakap dikemtutan
syara™®.

®Ibid., h. 230-234
® Rachmat Syafi’lJlmu Ushul Figih,Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, h. 339
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Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa bahkgyah
adalah sifat yang menunjukkan bahwa seseorang s#atpurna
jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakanagatdlinilai oleh
syara’. Orang yang telah mempunyai sifat terselamgdap telah
sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti trangakg bersifat
menerima hak dari orang lain. Dengan demikian, joelinya,
hibbahnya, dan lain-lain dianggap sah. la jugahtetkanggap
mampu untuk menerima tanggung jawab, seperti nikafkah, dan

menjadi saksi.

Kemampuan untuk bertindak hukum tidak datang kepada

seseorang secara sekaligus, tetapi melalui tahapapan tertentu,
sesuai dengan perkembangan jasmani dan akalnya.sBlab itu,
para ulama ushul figh, membaghliyah tersebut sesuai dengan
tahapan-tahapan perkembangan jasmani dan akalngakuB
pembagiarahliyyahmenurut para ahli ushul figh:

a) Ahliyatul ada’

Yaitu sifat kecakapan bertindak hukum bagi sesepran
yang telah dianggap sempurna untuk mempertangguvepkan
seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positifipoa negatif.
Apabila perbuatannya sesuai dengan tuntutan syardianggap

telah memenuhi kewajiban dan berhak mendapatkamlgpah
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Sebaliknya bila melanggar tuntutan syara’, mkekenadianggap
berdosa dan mendapat sikddengan kata lain, ia dianggap telah
cakap untuk menerima hak dan kewajiban.

Menurut kesepakatan ulama ushul figh, yang menjadi
ukuran dalam menentukan apakah seseorang telah liknemi
ahliyyah ada’adalah ‘aqil’ baligh, dan cerdas. Kesepakatan
mereka itu didasarkan pada firman Allah SWT dalamatsan-

Nisa’: 6:

(a8

jc)g&w JA)QK| Jfl,.buj/.db

s - - <4 eE. B P P

36 A5 A ) a5l LA AB A dle (a8 L s (D)
“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup unountuk
kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Hrela
cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkarkepada
mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makantahar
anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (jangankamu)
tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum merekasdewa
barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka
hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta agakm
itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlahmakan
harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu
menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklahukam

7 Ibid., h. 340

5



adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagekee dan
cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksighit

Kalimat “cukup umur” dalam ayat di atas, menurut
ulama ushul figh, antara lain ditunjukkan bahweaesesng telah
bermimpi dengan mengeluarkan mani untuk pria déuekénaid
untuk wanita. Orang seperti itulah yang dianggakapauntuk
melakukan tindakan hukum sehingga seluruh perintdan
larangan syara’ dapat ia pikirkan dengan sebaikAyai dan
dapat ia laksanakan dengan benar. Apabila ia titelkksanakan
perintah dan melanggar larangan maka ia harus nggtag
jawab, baik di dunia maupun di akhiraEirman Allah SWT

lainnya:

T ST L Y _Aa e °:«.’/,,9f -
5p & JaBNT Ko AT i WS
P AT % 2 € T2 swessgr A1 -

£
“Dan apabila anak-anakmu Telah sampai umur baligakd
hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orgagg
sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah elagkan

ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana”*°

8 An-Nisa’ (4): 6
° Rahmat Syafi'lop. cit, h. 340
10 An-Nuur (): 59
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b) Ahliyyah al-Wajib

Yaitu sifat kecakapan seseorang untuk menerimahh&k-
yang menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk dibeb
seluruh kewajiban. Misalnya, ia telah berhak menarhibbah.
Dan apabila harta bendanya dirusak orang lainuraglanggap
mampu untuk menerima ganti rugi. Selain itu ia jaignggap
mampu untuk menerima harta waris dan keluarganya.

Namun demikian ia dianggap belum mampu untuk
dibebani kewajiban-kewajiban syara’, seperti shaaasa, dan
haji, dan lain-lain. Maka walaupun ia mengerjakanakan-
amalan tersebut, statusnya sekadar pendidikan tkawajiban.

Menurut ulama ushul figh, ukuran yang digunakaramtal
menentukamahliyyah al-wajibadalah sifat kemanusiaannya yang
tidak dibatasi oleh umur, baligh, kecerdasan, @aml&in. Sifat
ini telah dimiliki seseorang semenjak dilahirkan mgai
meninggal dunia dan akan hilang dari seseorangoilaparang
yang bersangkutan meninggal dunia. Berdasarkhiiyyah
wujub anak yang baru lahir berhak menerima warisan. Akan
tetapi harta tersebut tidak boleh dikelola sendetapi harus

dikelola oleh wali atawashi (orang yang diberi wasiat untuk
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memelihara hartanyanya), karena anak tersebut gigngelum
mampu untuk memberikan hak atau menunaikan kewdfiba

Dengan demikian,orang yang belum mencagfiyah
atau seluruh perbuatan orang yang belum atau tidakpu
bertindak hukum, belum atau tidak bisa dipertanggwmwabkan.
Maka anak kecil yang belurbaligh, yang dianggap belum
mampu bertindak hukum, tidak dikenakan tuntutanrasya
Begitu pula orang gila, karena kecakapannya untertiralak
hukumnya hilang. Selain itu, orang yang pailit gamg berada
di bawah pengampunamgjr), dalam masalah harta, dianggap
tidak mampu bertindak hukum mereka dalam masalata ha
dianggap hilang.

Islam mendefinisikan anak adalah mereka yang belum
mencapai masa baligh. Prof. Dr. Hj.Huzaemah T.gand1A
dalam bukunydrigih Anak mengatakan bahwa-bulughadalah
habisnya masa kanak-kanak. Pada laki-laki, batighndai
dengan bermimpia ihtilam), dan perempuan ditandai dengan

haid!? Rasulullah saw bersabda :

1 Rachmat Syafi'lloc. cit, h. 340-341
2 Huzaemah T.Yangg&igh Anak,,, Hal. 11
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Gy Gia yinall e o Biny Ga el
“Pena -pencatat amal- itu diangkat dari tiga : dari orarygng
tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai iaw&sa
(yahtalima), dan dari orang gila sampai ia sadar(HR
Baihaqi).

Kata yahtalima adalah orang yang sudah bermimgail- (
ihtilam). Maka dipahami bahwa anak yang sudah balighhtela
menerima beban taklif, yaitu menjalankan hukum ayatan dihisab
sebagai implikasi dari pembebanan tersebut. Imarbepada saat
baligh, anak dianggap telah dewasa dan dapat dipdedn sebagai
manusia dewasa di hadapan hukum.

Sementara, para ulama’ dalam menentukan batasnalini
umur untuk cakap berbuat dalam hal ibadah berbeeaganh
kecakapan mempertanggungjawabkan tindak pidanas bainimal
umur anak untuk mempertanggungjawabkan tindak pidisamakan
antara pelaku pria dan wanita; batas minimal unmaakisud memakai
standar tamyiz atau untuk cakap dalam hal bertbadatu tujuh

tahun. Dalam kitab Tasyri’ al-Janaiy disebutkan:
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B i) el Sl 4
\ .J;\U.; \ 3.:“: — '&L,_J)é X_L.ql m“ 4 ":jl,\
1_\.\.\Ndi_\ y513

“Maka apabila seorang anak kecil berbuat dosa jaatmsebelum
umurnya mencapai tujuh tahun maka tidak ada sabn#ginya secara
jinayah maupun yang bersifat kedisiplinan”

Maksud dari perkataan di atas adalah bahwa seaxany,
dalam hal cakap beribadah adalah jika umurnyé telancapai tujuh
tahun atau seorang anak dianggap tidak berdosagiltaiat dosa pada
waktu umurnya belum mencapai tujuh tahun. Perlertigtikan juga
bahwa ketika anak telah mencapai tujuh tahun meskipudah
dianggap cakap beribadah namun belum bisa untuldasigkan
karena belum cakap untuk mempertanggungjawabkamugnnya.
Untuk kecakapan mempertanggungjawaban tindak pigarea ulama
sepakat bahwa jika seorang anak telslligh dan dapat digugat
perdata pada usia lima belas tahun. Dalam kitah Blgslamiy wa

Adillatuhu disebut:

PR gﬁi Dt il e AVl
“Habisnya batasan dalam hagnya sebagai seorang anak

menurut pendapat madzhab Hanafiyyah ialah dengan
kebalighannya pada umur limabelas tahtth”

13 Abd al-Qadir‘Audah;Tasyri’ al-Janaiy al-Islamiy,, hal. 601
14 Wahbah al-Zuhailial-Figh al-Islami wa Adillatuhu,. Hal. 7330
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Namun disyaratkan juga bahwa meskipun telah memncap
umur limabelas tahun, dia juga harus sudah dingatalsyd (pandai).

Dalam kitab Tasyri’ al-Janaiy al-Islamiy:

o N ) S SV ) [NV | S0 ) [ S PN

JJ\JS‘le

“Seorang anak dinyatakan telah dewasa dan memgimngetahuan

yang sempurna jika ia telah baligh dan pandai”

Lebih jauh lagi disebutkan dalam kitab Tasyri’ akdiy al-
Islamiy bahwa ada tiga macam keadaan dari lampaa beranjak
dewasa:

a. Ketika ketiadaan pengetahuan atau akal, dan keadaasebut
seseorang yang masih kecil dan belomamayyiz Keadaan ini
berawal dari kelahirannya sampai kepada umur ttghbin. Maka
dari itu selama seorang anak belum mencapai t@hbnt belum
disebut mumayyiz, meskipun ada sebagian anak yang telah
mencapaitamyiz sebelum umurnya tujuh tahun, karena yang

berlaku di sini adalah hukum mayoritas bukan miasritidak

dapat diberikan hukumagarimah.

5 Abd al-Qadir‘Audah;Tasyri’ al-Janaiy al-Islamiy, .,.hal. 601
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b. Tingkat pengetahuan yang masih lemah, keadaan imula
ketika seseorang berumur tujuh tahun sampai kepada
kebalighannya. Dan para Ulama’ sepakat bahwa lbatas baligh
adalah limabelas tahun, sementara Abu Hanifah nekaa
bahwa batas umur baligh adalah delapan belas t&agla. keadaan
ini seorang anak tidak dapat dimintai pertanggusginnya dari
tindak pidananya secara jinayah, jadi dalam kaseiscyrian
mereka tidak dikenai hukunmad, dan tidak digishas apabila
membunuh ataupun melukai. Akan tetapi dapat diminta
pertanggungjawabannya secara tindakan kedisiplimam
dianggap sebagai pelanggaran kedisiplinan ataarat@ehingga
tidak bisa dikenai hukumata’zir kecuali yang bersifat tindakan
untuk melatih kedisiplinan seperti teguran atau yartan.

c. Ketika telah sempurna pengetahuannya atau akalnyaimulai
dari umur lima belas tahun dalam pendapat sebguiean Ulama’
figh, dan delapan belas tahun menurut pendapat Ifdamifah
juga Imam Malik. Dan keadaan ini seseorang sudahatddikenai

pertanggungjawaban secdirmyahdari tindak pidananya apa saja.
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la dikenaihad jika mencuri atau zinagigishasjika membunuh
atau melukai, dan da’zir dengan semui’ziran'®.
Dalam kitab Syarah Jamal ala al-Minhaj lebih rinci

menjelaskan tentarrgsyd

M‘&MYL@JJSJ%&YJUJMYJ
JHMMJALM\ ‘X\jmluuﬂajmqu\

P

R S e aml ) Ay <k aald g
LSJJ-“‘)M:L?

“Dan katanya: taklif adalah syarat sahnya adanyswdaan bahwa
seorang pendakwa dan yang terdakwa harus sudah llafjkaaka
tidak disahkan untuk anak kecil dan orang gila #ntmendakwa
ataupun didakwa. Tidak disahkan juga bagi seoramgkauntuk
dimintai jawaban juga pertanggungjawaban darinya cikai

didengarkan hanya untuk menguatkan keterangan wsaseprti
yang disebutkan oleh ar-Rasyidi”

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat diambimkesan

bahwa dalam hukum pidana Islam seseorang dapatadigrgndakwa
ataupun terdakwa jika ia telah menjadi seorang afkdan mencapai
ahliyyah atau jika sifatnya yang telah menunjukkan bahweasasg

telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga selimdakannya
dapat dinilai oleh syara’. Dan para ulama sepakdiimva seseorang

dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di pésngeatialah

6 Abd al-Qadir‘Audah;Tasyri’ al-Janaiy al-Islamiy...hal. 601-602
17 Syarah Jamal Al-Minhaj
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ketika mencapai umur lima belas tahun. Namun péiberhatikan
juga di sini bahwa seorang anak harus diadili diga€élilan anak, tidak
boleh diadili di pengadilan umum.
2.Pemenjaraan Anak dalam Hukum Islam
Jumhur fugaha menetapkan bahwa apabila seorang anak
melakukan tindak pidana maka harus dikena@gmt dari hartanya.
Dengan kata lain, bahwa zakat harus dikeluarkan ltdata mereka.
Imam al-Ghazali lebih jauh menjelaskan bahwa aredil ldan orang
gila jika berbuat tindak pidana memang dikenakamdan membayar
zakat, baik zakatal maupun zakatitrah, nafkah diri mereka dan ganti
rugi (dhammarp akibat perbuatan mereka bila merusak atau
menghilangkan harta orang lain. Untuk itu, diandali harta mereka
sendiri. Akan tetapi, kewajiban tersebut tidak lé@dn dengan
perbuatan anak kecil, tetapi berkaitan dengan h&teh karena itu,
dalam kasus tersebut yang bertindak membayarkarajikan zakat
pada mereka; mengambilkan nafkah untuk diri meddag anti rugi
yang disebabkan oleh kelalaian mereka adalah walieka masing-
masing. Seluruh pengeluaran itu diambilkan wali arta merekd®
Tidak ada dalil normativ bahwa saksi pidana untiglapa anak

apalagi berupa hukuman penjara. Karena sanksi @igmda anak

18 Rachmat Syafi’l/lmu Ushul Figih,., hal. 338
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ta’dib/ta’zir, maka diserahkan pengaturan dari yyall amri. Seorang
anak tidak dapat dipidana dengan pidana jinayabnkaseorang anak
tidak memenuhi syarat sebagdilul ‘uqubah Dalam kitab Tasyri’ al-

Janaiy al-Islamiy disebutkan:

A\_Aj‘ﬁ Q_G M‘ U: AA‘\ di “s.:y
@j}_uyq L_‘\ o\ A.\;‘j 2 “\;\u; @‘

“Seorang anak yang baru disebut mumayyiz tidakatl@imintai
pertanggungjawaban jinayah akan tetapi diminta dntu
pertanggungjawaban kedisiplinannnya dari perbuatédndak
pidananya”

Dalam syari’at Islam tidak ada batasan-batasaramgnsaksi-
sanksi kedisiplinan yang memungkinkan pelaksanaanikgpada
seorang anak dan diserahkan kepada pemerintah unéuetapkan
hukuman untuk seorang anak. Namun ada beberapéicghbaja yang
mengatakan bahwa teguran dan pukulan merupakamarbagiri saksi
kedisiplinan ataua’dib. Waliiyul amri atau pemerintah dapat memilih
hukuman untuk anak-anak yang sesuai dengan tengpatzaman di
mana ia berada. Seperti hukuman teguran dan pykoianaruh anak
yang melakukan tindak pidana ke dalam lembaga-lgmba

permasyarakatan atau pendidikan, dan lain-lain yarenunjukkan

kepada mendidik dan mendisiplinkan anak-anak.

19 Abd al-Qadir ‘Audahasyri’ al-Janaiy al-Islamiy...hal. 604
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Pemberian hukuman yang bersifat pendisiplinan daiakt
dipidanajinayah adalah dikarenakan seorang anak yang belum baligh,
dapat dikatakan belum memiliki taklif. Sehingga twidan yang
dilakukan hanya untuk bertujuan memberikan pendiikdan
pencegahan di masa selanjutnya agar tidak melaktidak pidana
kejahatan lagi.

Seorang anak yang berbuat tindak pidana harusasigidyang
berbeda dari orang dewasa dalam kitab Al Mughnibo Qudamah
disebutkan:

DNy e bl el a8 ol aba gl La o
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“Jika seorang anak dan orang gila yang melakukandak

pidana tidak dikenakan gishas karena keduanya tishekniliki

maksud untuk berbuat tindak pidana, maka dari iidak

dibenarkan untuk menghukumnya dengan qishas, ad&@pit
hukum yang berlaku bagi keduanya dalah hukumandesa’

Pemerintah Mesir misalnya, dalam memberikan hukuman
terhadap tindak pidana anak ada dua macam:
a. Seorang anak yang melakukan tidak pidana dan uradefbyh dari

tujuh tahun dan kurang dari duabelas tahun tidgderolehkan

20 Ibnu QudamahAl-Mughni Li Ibnu Qudamahlilid 9, Beirut: Dar al-Fikr, 1978, h. 337
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dikenai hukuman atau saksi yang berlaku untuk odevgasa, akan
tetapi dengan sanksi khusus yang bermaksud untddaigan dan
pendisiplinan seperti teguran, mengirim anak terséde lembaga-
lembaga perbaikan, dan diserahkan kepaddiyyul amri dan

sebagainya.

b. Seorang anak yang melakukan tindak pidana dan belahmur lebih
dari duabelas tahun dan kurang dari limabelas tateorang hakim
akan melihat dan meneliti terlebih dahulu dengarrbdgai
pertimbangan apakah anak tersebut akan dihukuibraigan atau
pendisiplinan atau dihukum dengan hukuman yangkeTl

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpuba@hwa
ketentuan hukum terhadap pemenjaraan anak dalamnmhuklam,
bahwa semua bentuk pemidanaan maupun pemenjaradn datem
hukum Islam, tidak dibenarkan (mendapat pembebagakarenakan
anak dalam hukum Islam belum wajib dikenakan pembab hukum

(taklif), akan tetapi apabila kembali mengulangirbpatan yang di

lakukannya atau, semakin brutal maka hukum pidarstaml

membolehkan adanya hukuman fisik.
B. Batasan Umur Anak Dan Pemenjaraannya daldndang-Undang No. 3

Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

21 Abd al-Qadir‘Audah;Tasyri’ al-Janaiy al-Islamiy...hal. 606
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1) Batasan Umur Anak dalam Undang-Undang No. 3 Tal9@Y Tentang
Pengadilan Anak.

Merujuk dari kamus umum Bahasa Indonesia mengenai
pengertian anak secara etimologis diartikan demgamusia yang masih
kecil ataupun manusia yang belum dew&d@engertian tersebut juga
terdapat dalam pasal 45 KUHP disebutkan bahwa:

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (mijatéy)

karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahakinh

boleh: memerintahkan, supaya si tersalah dikembalikepada
orang tuanya; walinya atau pemeliharaannya, dengatak
dikenakan suatu hukuman; atau memerintahkan, supslya
tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tdik&nakan
suatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagejahatan

atau salah satu pelanggaran yang diterangkan daRasal 489,

490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 532, 536,

dan 540, dan perbuatan itu dilakukannya sebelumn dala tahun

sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia ok@ak
salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatatau
menghukum anak yang bersalah ifd”.

Dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwa anatgselpelaku
tindak pidana dapat dikenai pidana adalah sesecsabglum umur
enam belas tahun. Namun dalam undang-undang nortednu® 1997
tentang peradilan anak disebutkan bahwa anak adedaly yang dalam

perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapam)n belum

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belunalpeawin dan

22\. J. S. Poerwadarmintéamus Umum Bahasa Indones&alai Pustaka: Armico,
1984, h. 25

= Moeljatno,Kitab Undang-Undang Hukum Pidadakarta: Sinar Grafik, 1996. h.
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dikenal dengan sebutan anak nakal. Sebagaimarmakutiplam pasal 1
ayat (1) dan (2) berbunyi:
1. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakahtel
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum memnaapur
18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak Nakal adalah :
a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakaartery
bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undanga
maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan
berlaku dalam masyarakat yang bersangktftan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang ini, makal ptsa
KUHP tidak berlaku lagi. Hal ini dijelaskan dalanasal 67 Undang-
Undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anaky yeerbunyi:
“Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, mBkaal 45-47
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diakan tidak
berlaku lagi”.

Batasan umur untuk anak sebagai korban pidanar diiam
Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002tatey

Perlindungan Anak. Anak dirumuskan sebagai sesgoyang belum

%4 Redaksi Sinar GrafikdJndang-Undang Peradilan AnaBakarta: Sinar Grafika, 2000,
h.2
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berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anal yeasih dalam
kandungan. Dari rumusan tersebut dapat diketahmwwdaanak yang
berhak mendapat perlindungan hukum tidak memilédaban umuf®
Dari sejak dalam kandungan, ia berhak mendapatkdimgungan.

Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 4 Tah@n9l
tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut Anak hd&Beseorang
yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun ddummb pernah
kawin”.

Sedangkan dalam hukum perdata dijelaskan dalaml B#@8a
Bab Kelima Belas Bagian Kesatu tentang KebelumdaarasKitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi lenglkealpya dalah
sebagai berikut: “Belum dewasa adalah mereka yahgrb mencapai
umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu ka’idadi anak adalah
setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan bethanikah.
Seandainya seorang anak telah menikah sebelunhgh t@emudian ia
bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebalugenap 21 tahun,

maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telalasdetwukan anak-

% Redaksi Citra Umbar&/ndang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perliggum
Anak,Bandung: Citra Umbara, 2003, h. 4

%6 R. Subekti dan R. Tjitrosudibi&jtab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgeljik
Wetboek: Dengan Tambahan UU Pokok Agraria dan Utk&einan,Jakarta: Pradnya Paramita,
1994, h. 76.
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anak. Pengertian anak menurut ketentuan Pasal #b Kindang-
Undang Hukum Perdata mempunyai dua syarat, yaitu:

1) Orang atau anak itu ketika dituntut haruslah beldewasa, yang
dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belunmber2d tahun
dan belum pernah kawin. Jika seseorang kawin deselae sebelum
berumur 21 tahun. Maka ia dianggap sudah dewasa.

2) Tuntutan itu mengenai perbuatan pidana pada waklbelum berumur
16 tahurt.’

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalarkanze
pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetas@osang yang
diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anaki dukan.
Mengetahui batasan umur anak-anak, terjadi berbkgagaman di
berbagai Negara yang mengatur tentang usia anakdaat dihukum.
Di Negara Swis batas usia anak yang dapat dihuklamtdlah mencapai
usia 6 tahun, sementara di Jerman adalah 14 tamgad menggunakan
istilah “ist muchtstraf bar” atau“can be guilty of any affenceyang
berarti di atas umur tersebut relatif dapat dipgrtangjawabkan atas
perbuatannya seperti orang dewasa yang mendapasaputberupa

tindakan maupun pidana yang bersifat khifus.

27 i
Ibid., h. 75
28 Bambang Purnomdsas-Asas Hukum Pidanakarta: Ghalia Indonesia, 1982, h. 147.
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Bismar Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwandala
masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulisagikan batasan
umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usiarnrtyang menurut
perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagndsuk atau tergolong
anak tetapi sudah dew&Sa.

Membicarakan sampai batas usia berapa seseorangt dap
dikatakan tergolong anak, ternyata banyak-banyaldabg-Undang
yang tidak seragam batasannya, karena di latakdreda dari maksud
dan tujuan masing-masing Undang-Undang itu serdalam Undang-
Undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraak, Aaag disebut
anak adalah sampai batas usia sebelum mencapai 2Zimtahun dan
belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2). Kemudianmadlindang-Undang
nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa measiteatak adalah
di bahwa kekuasaan orang tua dan di bawah perwaebelum
mencapai umur 18 tahun (Pasal 47 ayat (1) dan Pdsalyat (1)).
Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang dikatakaak aadalah
belum mencapai umur 17 tahun (Pasal 9 ayat (1gar@kan dalam
Undang-Undang Peradilan Anak ditentukan batas nahirdan
maksimal usia anak nakal yaitu sekurang-kurangnyal8in dan

maksimal umur 21 tahun serta belum pernah kawin.

*29 Bismar SiregarKeadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasiqlearta:
Rajawali, 1986, h. 105.
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Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyataka
batas usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawgiidana adalah
12 tahun. Mahkamah berpendapat, batas umur miritghaahun lebih
menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan npetkin
perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 288 &) UUD
1945%°

Batas umur 8 tahun bagi anak untuk dapat diajukan k
persidangan dan belum mencapai umur 8 tahun urdpktdiilakukan
pemeriksaan oleh penyidik, secara faktual relatidah. Penjelasan UU
Pengadilan Anak menentukan batas umur 8 tahun esseszmiologis,
psikologis, pedagogis anak dapat dianggap sudahpoeyai rasa
tanggung jawab. Mahkamah berpendapat fakta hukumumpakkan
adanya beberapa permasalahan dalam proses penyigikaahanan,
dan persidangan, sehingga menciderai hak konstitaianak yang
dijamin dalam UUD 1945.

Demikian antara lain pendapat Mahkamah dalam sidang
pengucapan putusan yang dibacakan pada Kamis 2240/ Dalam
amar putusannya, Mahkamah mengabulkan sebagianopenan.
Perkara nomor 1/PUU-VIII/2010 mengenai uji UU Petizan Anak ini

dimohonkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indone@{#®Al), dan

%0 Mahakamah Konstitusi Online, yang diposting paai@ Rabu 13 April 2011
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Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak MedaRKEAM).
KPAI dan YPKPAM menguiji konstitusionalitas Pasalrigka 2 huruf b,
Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 22, R&sayat (2) huruf a,
Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1@&®iang
Pengadilan Anak terhadap Pasal 28B ayat (2), P&falayat (1), dan
Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Kemudian dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 padal

4, disebutkan juga tentang batasan umur anak yapgtdliajukan ke

sidang anak adalah yang berusia 8 tahun sampasidel tahun.

Berikut bunyi Pasal tersebut:

1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidangk
adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tebsgbum
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belumap&awin.

2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batasr u
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukasideng
pengadilan setelah anak yang bersangkutan melarbptas umur
tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua pséath) tahun,
tetap diajukan ke Sidang Andk.

Dari pasal di atas, bahwa seorang anak yang belencapai

umur 8 tahun tidak dapat diajukan ke sidang anak aipidanakan.

%1 Redaksi Sinar GrafikdJndang-Undang Peradilan Anak,.h. 4
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Namun jika ada anak yang belum mencapai umur 8 ntattan
melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersdbakukan
penyelidikan oleh penyidik. Dan jika anak masihatagibina oleh orang
tua atau walinya maka dikembalikan ke orang tua atainya tersebut,
namun jika menurut penyidikan anak tersebut tidagad dididik atau
dibina oleh orang tua atau walinya maka akan dms@ra kepada
Departemen Sosial setelah mendapat pertimbanganabimya. Hal
tersebut diatur dalam Pasal 5 pada Undang-Undan@N@hun 1997
Tentang Pengadilan Anak:

1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapanhtamelakukan
atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadag tersebut
dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.

2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berppatl bahwa
anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih diégpaa oleh
orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyiddnyerahkan
kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, ateng tua
asuhnya.

3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berppat bahwa
anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidakt dtipaa lagi

oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Bgngnenyerahkan
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anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah emgard

pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakafan.

2) Pemenjaraan Anak dalam Undang-Undang No. 3 Tah@i T&ntang
Pengadilan Anak.
C. Pemenjaraan Anak Menurut Undang-Undang No. 3 TaB9id
Pidana penjara. Jenis Pidana ini masih merupakas fedana pokok
yang dikenakan juga kepada anak. Yang dipermasatatksini bukan lah
jenis ataupun bobot pidana penjara itu sendiriamkén tidak adanya aturan
yang menjadi pedoman bagi hakim untuk melaksanakaksi pidana bagi
anak. Berikut Pasal 23 dalam Undang-Undang No.i&iifd.997:
1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakah jpidana pokok dan
pidana tambahan.
2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak INalkdn :
a. pidana penjara;
b. pidana kurungan;
c. pidana denda; atau

d. pidana pengawasan.

%2 Redaksi Sinar GrafikdJndang-Undang Peradilan Anak,.h. 5
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3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam@ytdrhadap Anak
Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, bgrepampasan barang-
barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayguatn rugi diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dari Undang-Undang ini dapat dilihat bahwa pidamamjara masih
merupakan pidana pokok yang akan dikenai kepad&-ameEk yang
bermasalah dengan hukum. Kemudian dalam Undangddnbl®. 3 Tahun
1997 juga dijelaskan tentang tindakan yang dijednhkepada anak dalam
Pasal 24-31, berikut Pasal-Pasal tersebut:

Pasal 24

1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakahia
a) mengembalikan kepada orang tua, wali, atau oraangguh;

b) menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidp@mbinaan,
dan latihan kerja; atau
c) menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Oaganosial

Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidg@mbinaan, dan

latihan kerja.

2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ddipattai dengan

teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan olkimta

% Redaksi Sinar Grafikd)ndang-Undang Peradilan Anak,.h. 9
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1).

2).

1).

2).

3).

4).

Pasal 25

Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud d&lasal 1 angka 2
huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dinthklalam Pasal
23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pésal 2
Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dBksal 1 angka 2 huruf
b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dima#talaan Pasal 24.

Pasal 26

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepadek Atakal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling laf2gsatu per dua)
dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orangstew
Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalasaPl angka 2 huruf
a, melakukan tindak pidana yang diancam dengamaidwti atau pidana
penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dgpauhkan kepada
anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud d&asal 1 angka 2 huruf
a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun metektikdak pidana
yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumdup, maka
terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkendakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) buruf

Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dd&asal 1 angka 2 huruf

a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun metaktikdak pidana
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1).

2)

3).

1).

2).

yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancalana penjara seumur
hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatutdadah satu tindakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
Pasal 27
Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada AradalNsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling laf2gsatu per dua)
dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orawgste
Pasal 28
Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Aakial paling banyak
1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidanaadé&agi orang
dewasa.
Apabila pidana denda sebagaimana dimaksudndalat (1) ternyata
tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib éatikerja.
Wajib latihan kerja sebagai pengganti dendakdikan paling lama 90
(sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kdrgak lebih dari 4
(empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam
Pasal 29
Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakpab#a pidana penjara yang
dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
Dalam putusan pengadilan mengenai pidana &etsysebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umumsglarat khusus.

74



3).

4).

5).

6).

7).

8).

9).

1).

Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akafakukan tindak pidana
lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tihe@kakukan hal tertentu
yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetampewhnatikan
kebebasan anak.
Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus Iperidek daripada masa
pidana bersyarat bagi syarat umum.
Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaidnaraksud dalam ayat
(1) paling lama 3 (tiga) tahun.
Selama menjalani masa pidana bersyarat, Jaktzkumkan pengawasan,
dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan/nak Nakal
menepati persyaratan yang telah ditentukan.
Anak Nakal yang menjalani pidana bersyaratintiing oleh Balai
Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Peraksizr.
Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Pganalkatan dapat
mengikuti pendidikan sekolah.
Pasal 30

Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepadak Nakal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 hup#liag singkat 3

(tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
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2). Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana diothkslam Pasal 1 angka
2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimiamaksud dalam
ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawealggwvasan Jaksa dan
bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.

3). Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara @etaks pidana pengawasan

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31
1). Anak Nakal yang oleh Hakim diputus untuk digdan kepada negara,
ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebag&iNegara.
2). Demi kepentingan anak, Kepala Lembaga Pemasytan Anak dapat
mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman agar And&gara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkemttiaga pendidikan

anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah atauasttas

% Redaksi Sinar GrafikdJndang-Undang Peradilan Anak,.h. 9-12
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